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Abstract

The aim of this research is to determine the strategy of the Department of Cooperatives and Micro, Small
and Medium Enterprises (UMKM) in developing micro, small and medium enterprises (UMKM) in Pekanbaru
City and theinhibiting factors. One of the community empowerment efforts is through policies for the development
and empowerment of Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM). The Pekanbaru City Cooperatives and
UMKM Department has tried to provide capital assistance, loans or credit to UMKM, but is still unable to
improve and develop UMKM so that they are resilient and independent in various situations. The research method
used is a qualitative method with data collection through interviews, observation and documentation. The
informants in this research were the Head of the Pekanbaru Discop Data Collection Section, and the MSME
community in Delima Village, Tampan District, Pekanbaru City. The results of the research are Community
Empowerment by the Department of Cooperatives and Micro, Small Enterprises. The strategy of the Department
of Cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) in developing Micro, Small and Medium
Enterprises (UMKM) in Pekanbaru City as a whole has not been implemented optimally. Human Development
is sufficient to produce competent coaching participants, Business Development has provided coaching for
participants in accordance with the participants’ abilities and expertise.
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Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil
Menengah (UMKM) dalam pembinaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Pekanbaru
serta faktor penghambatnya. Upaya pemberdayaan masyarakat salah satunya adalah melalui kebijakan
pengembangan dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dinas Koperasi
dan UMKM Kota Pekanbaru sudah berupaya memberikan bantuan modal, pinjaman atau kredit
kepada pelaku UMK, tetapi masih belum mampu meningkatkan dan mengembangkan UMKM agar
tangguh dan mandiri dalam berbagai situasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode
kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Informan
dalam penelitian ini yaitu Kepala Seksi Pendataan Diskop Pekanbaru, dan Masyarakat pelaku UMKM
di Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Hasil penelitian yaitu Pemberdayaan
Masyarakat oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil
Menengah (UMKM) Dalam Pembinaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Pekanbaru
secara keseluruhan belom optimal dilaksanakan. Bina Manusia sudah cukup dapat menghasilkan
peserta pembinaan yang berkompeten, Bina Usaha sudah memberikan pembinaan bagi peserta sesuai
dengan kemampuan ddan keahlian peserta.

Kata Kunci : Peran, Pembinaan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
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Pendahuluan

Dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah merupakan bagian yang penting dalam pelaksanaan
fungsi pemerintahan itu sendiri baik pembangunan, pemberdayaan, perancanaan dan lain
lain. Tak terkecuali Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota
Pekanbaru yaitu sesuai dengan Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016
tentang pembentukan susunan organisasi, kedudukan, dan Tugas Pokok lembaga teknis
daerah di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru yang berbunyi; “Melaksanakan sebagian
urusan pemerintah daerah kota pekanbaru dibidang koperasi, usha mikro, kecil, dan
menengah”. Adapun pada Dinas Koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah Kota
Pekanbaru yang melakukan pembinaan pada koperasi di Kota Pekanbaru adalah bidang
Bidang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah yang terdiri dari Seksi Pembinaan dan
Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, Seksi promosi dan Investasi usaha mikro,
kecil dan menengah dan Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana usaha mikro, kecil dan
menengah yang secara keseluruhan julah pegawai pada bidang tersebut sebanyak 22 orang
dengan status aparatur sipil negara dan 24 orang non aparatur sipil negara.

Di Kota Pekanbaru sendiri lebih dari 10.000 usaha mikro, kecil dan menengah yang
terbagi ke dalam beberapa bidang usaha dan terbagi pula ke dalam beberapa tingkatan usaha
mulai dari mikro kecil sampai menengah. Dalam penelitian ini peneliti fokus melalukukan
penelitian pada Kecamatan Marpoyan Damai. Dalam mengimbangi pertumbuhan usaha
mikro, kecil dan menengah di Kota Pekanbaru maka perlu diadakannya pelatihan atau
pembinaan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru selama
min 3 sampai 5 kali dalam setahun yang ditentukan oleh agenda yang ditetapkan dinas
tersebut.

Dari UMKM yang dibina yang terdata oleh Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil
Menengah (UMKM) Kota Pekanbaru yaitu pada tahun 2021 tidak ada kegiatan pembinaan
UMKM karena sedang adanya virus corona, pada tahun 2022 ada sebanyak 1.642 UMKM yang
dibina dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan jumlah UMKM yang dibina sebanyak 3.052
UMKM, karena semakin meningkatnya antusias masyarakat Kota Pekanbaru yang ingin
mengikuti pelatihan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Peningkatan usaha dari mikro sampai menengah cenderung mengalami kondisi stagnan
dan cenderung menurun hal ini menunjukkan bagaimana kualitas umkm masih kurang. yang
menjadi fokus penelitian saya adalah bagaimana strategi yang dilakukan oleh Pemerintah
Kota Pekanbaru dalam meningkatkan kualitas UMKM di tengah sumber daya manusia yang

melakukan pemberdayaan yang terbatas dan jumlah UMKM yang sangat banyak dan
apakah strategi telah maksimal dilakukan. Dari hasil observasi penulis menemukan beberapa
fenomena antara lain : Dinas Koperasi UMKM telah melakukan sosialisasi dan penyuluhan
pengenbangan usaha kepada pelaku usaha UMKM berbentuk pengetahuan akan tetapi belum
memperkuat kemampuan para pelaku usaha UKM. Walaupun Dinas Koperasi UMKM Kota
Pekanbaru memberikan bimbingan tentang cara peningkatan pemasaran Produk tetapi tidak
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di bekali tentang bagaimana menganalisis peluang usaha. Iklim Usaha yang belum stabil dan
daya beli yang turun menyulit kan pelaku usaha dalam memasarkan produknya yang bisa
mengakibatkan pelaku usaha kerugian dan bahkan bangkrut. Untuk itu Pemerintah Daerah
dalam hal ini Dinas Koperasi UMKM harus responsif dalam upaya menjaga stabilitas iklim
Usaha serta ekonomi kerakyatan yang sehat dan berbasis Pasar yang berkeadilan. Masih
kurang nya informasi dan tenaga ahli serta praktisi wirausahawan dalam memberikan
bimbingan serta arahan bagi pelaku usahawan pemula dalam mengatasi masalah manajeman
pengelolaan usaha, Akses Kredit Usaha, Promosi Produk, Kualitas Produk serta iklan dan
pemasanaran produk pelaku usaha.

Tinjauan Pustaka
Konsep Administrasi

Menurut Siagian (2003:2) administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja
sama antara dua orang manusia atau lebih yang idasarkan atas rasionalitas tertentu untuk
mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Atmosudirjo (dalam Zulkifli, 2005: 17) menyatakan bahwa administrasi merupakan
seperangkat kegiatan tertentu dan terarah yang berlangsung untuk memimpin serta
mengendalikan organisasi modern yang menjadi wahana suatu urusan sekaligus berlangsung
didalamnya.

Administrasi menurut Reksohadiprawiro (dalam Widjaja, 2004: 37) adalah tata usaha
yang mencangkup setiap pengaturan yang rapi dan sistematis serta penetuan fakta-fakta
secara tertulis dengan tujuan memperoleh pandangan yang menyeluruh serta hubungan
timbal balik antara satu fakta lain.

Definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa untuk mencapai suatu tujuan
yang telah ditetapkan maka diperlukan suatu kemampuan dan motivasi untuk mendorong
orang-orang dan diri sendiri untuk melaksanakan dan menggerakan suatu organisasi
pemerintah.

Konsep Organisasi

Menurut Siagian (2003:6) organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang
atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan
yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut
atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.

Gibson, et. Al (1996:6) mendifinisikan ”organisasi adalah wadah yang memungkinkan
masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara
sendiri-sendiri”.

Menurut Robbin (2000:4) “organisasi adalah kesatuan (entity) sosial yang
dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang
bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan”.
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Konsep Manajemen

Menurut Prajudi (dalam Syafiie, 2003:268), manajemen merupakan pengendalian dan
pemanfaatan daripada semua faktor serta sumber daya yang menurut suatu perencanaan,
diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu prapta atau tujuan kerja tertentu.

Pendapat Siagian (2003:5) manajemen dapat didefinisikan dari dua sudut pandang,
yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan
sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial

untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-
kegiatan orang lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahawa manajemen merupakan inti
dari administrasi karena memang manajemen merupakan alat pelaksana utama administrasi.

Menurut Haiman (dalam Manullang, 2004:1) manajemen adalah fungsi untuk mencapai
sesuatu kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan
bersama.

Menurut Salam (2007:176) manajemen pemerintahan adalah upaya instansi pemerintah
untuk mengelola negara agar tercapai ketertiban, kesejahteraan, dan kemakmuran Negara.

Konsep Kebijakan Pemerintah

Banyak pakar menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah sebagai kekuasaan
mengalokasikan nilai- nilai untuk masyarakat secara keseluruhanJnimengandung konotasi
tentang kewenangan pemerintah yang meliputu keseluruhan kehidupan masyarakat. Tidak
ada suatu orgamsasi lain yang wewenangnya mencakup seluruh masyarakat. Tidak ada suatu
organisasi lain yang wewenangnya mencakup seluruh masyarakat kecuali pemerintah.
Menurut Carl Friedman mengatakan bahwa yang paling pokok bagi suatu kebijakan adalah
tujuan (goal), sasaran (objective), atau kehendak (purpose). (Abidin, 2002;20)

Menurut Ndraha (2003;493- 494), kebijakan yaitu pilihan terbaik dalam usaha untuk
memproses nilai pemerintahan yang bersumber pada kearifan pada batas-batas kompetensi
aktor atau lembaga yang bersangkutan dan mengikat pertanggung jawaban secara formal,
etika, maupun moral serta diarahkan guna menepati pertanggung jawaban aktor
pemerintahan dalam lingkungan pemerintahan.

Kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah actor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah)
atau serangkaian actor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Kebijakan berkaitan dengan
pemerintahan maupun masyarakat secara umum. (Dwiyanto, 2017:17)

Menurut Koryati (2005;7) mengatakan bahwa secara umum kebijakan dapat dikatakan
sebagai rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi
masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan
secara jelas.

Kemudian Ibrahim (2004;2) mengemukakan bahwa kebijakan itu adalah prosedur
memformulasikan sesuatu berdasarkan aturan tertentu, disebutkan juga bahwa
kebijaksanaan itu bentuknya nyata (praktis) dari kebijakan.
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Konsep Peran

Peranan menurut Soekanto (2001:269) adalah konsep tentang apa saja yang dapat
dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi, peranan juga dapat di katakan
sebagai perilaku individu yang paling penting bagi struktur masyarakat sosial. (Irwandi, 19)

Menurut Ndraha (2005:53) peran di artikan sebagai suatu pelaku yang di harapkan
atau di tetapkan bagi pemerintah  selaku administrator. Sehingga dari pengertian di atas
dapat di ambil kesimpulan bahwa peranan adalah kewajiban yang dimiliki oleh individu atau
organisasi dan diharuskan melakukan segala sesuatu mengenai tugasnya untuk mencapai
tujuan yang ditetapkan.

Teori peran (Role Theory) adalah teori yang merupakan perpaduan antara teori,
orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori peran berawal dari sosiologi dan
antropologi (Sarwono dalam Hutami, 2011).

Pengembangan Bangsa (1989) Peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan
yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.Sedangkan definisi lain,
peran adalah konsep mengenai apa yang dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok
dalam masyarakat sebagai organisasi atau individu yang penting bagi struktur social
(Soekanto, 1997). Menurut Soekanto, peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status)
dengan kedudukannya, maka dia telah menjalakan suatu peran (Carapedia,2018). Menurut
Abdulsyani (2007), peran adalah suatu perbuatan seseorang atau atau sekelompok orang
dengan cara tertentu dalam rangkaian menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan
kedudukan (status)yang dimilikinya. Apabila seseorang melaksanakan hak dan
kewajibannya sesuai dengan status sosialnya, maka hal ini dapat dikatakan individu tersebut
menjalankan suatu peran. Jika seseorang mempunyai status tertentu dalam kehidupan
dimasyarakat, maka terdapat kecenderungan mengenai adanya suatu harapan-harapan baru.
Adapun teori peran menurut (Jim Ife, 2014) peran adalah proses pengembangan kapasitas
pelaku masyarakat sehingga mampu mengorganisir dan menentukan sendiri upaya-upaya
yang diperlakukan dalam memperbaiki kehidupan usaha mereka. Peran terbagi atas sebagai
berikut:

Konsep Pembinaan

Secara konseptual, pembinaan atau pemberkuasaan (empowerment), berasal
dari kata "‘power’ (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama
pembinaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan
dan dihubungkan dengan kemampuan individu untuk membuat individu melakukan apa
yang diinginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Pembinaan menunjuk pada
kemampuan orang atau kelompok masyarakat, khususnya kelompok rentan dan lemah
sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam : Memenuhi kebutuhan
dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas
mengemukakan pendapat melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari
kesakitan. Menjangkau sumber- sumber  produktif yang memungkinkan mereka

Gunawan Rama Putera dan Evi Zubaidah
Journal of Public Administration Review Vol. 1 No. 2 /2024 1223



dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa yang mereka
perlukan. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang
mempengaruhi mereka.

Salah satu pendekatan yang kini sering digunakan dalam meningkatkan kualitas
kehidupan dan mengangkat harkat dan martabat keluarga miskin adalah pembinaan
masyarakat. Konsep ini menjadi sangat penting terutama karena memberikan perspektif
positif terhadap orang miskin. Orang miskin tidak dipandang sebagai orang serba
kekurangan (misalnya, kurang makan, kurang pendapatan, kurang sehat, kurang dinamis)
dan objek pasif penerima pelayanan belaka. Melainkan sebagai orang yang memiliki beragam
kemampuan yang dapat di mobilisasi untuk perbaikan hidupnya. Konsep pembinaan
memberi kerangka acuan mengenai kekuasaan (power) dan kemampuan (kapabilitas) yang
melingkup arah sosial, ekonomi, budaya, politik dan kelembagaan.

Dengan demikian, pembinaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses,
pembinaan kelompok di dalam lingkungan kehidupan masyarakat, termasuk individu-
individu yang mengalami masalah dalam berbagai aspek kesejahteraan dalam kehidupan.
Sebagai tujuan, maka pembinaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai
dalam perubahan sosial : yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau
mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang
bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu
menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial,
dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik.
Dalam hal ini menunjukkan adanya, kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi atau
berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatau. Ada dua unsur dari
pengertian ini yakni pembinaan itu sendiri bisa berupa suatu tindakan, proses atau
pernyataan dari suatu tujuan dan kedua pembinaan itu bisa menunjukkan kepada perbaikan
atas sesuatu (Toha. 2002;7).

Metode

Tipe penelitian yang digunakan dalam peneliitan ini yaitu deskriptif, yaitu
mengambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terdapat pada saat penelitian
yang berdasarkan pada pengamatan penulis dilapangan dengan cara mengumpulkan data,
mengklarifikasikan dan menganalisa sehingga diperoleh rumusan analisa terhadap
permasalahan yang dihadapi. Kemudian dengan metode penelitian kualitatif, metode ini
berusaha memberikan suatu gambaran mengenai keadaan dilapangan sehingga metode ini
bertujuan mengakumulasi data belaka sehingga diperoleh kesimpulan dari penelitian.

Untuk mendapatkan data dan keterangan yang mendukung dalam penelitian ini maka
penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang menggunakan key informent, yaitu
informan kunci untuk mendapatkan informasi mengenai pembinaan dan sebagai subjek
penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi dan sampel dalam penelitian kualitatif
bukan dinamakan responden, tetapi sebagai nara sumber, atau partisipan, informan, teman
dan guru dalam penelitian (Sugiyono, 2011;216)

Gunawan Rama Putera dan Evi Zubaidah
Journal of Public Administration Review Vol. 1 No. 2 /2024 1224



Penelitian ini penulis lakukan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
(UMKM) Kota Pekanbaru, dengan alasan pemilihan lokasi penelitian karena berdasarkan
survey merupakan unit yang melakukan pembinaan pada UMKM di Kota Pekanbaru.

Informan yang dipilih pada penelitian ini yaitu Pegawai Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Pekanbaru dan UMKM yang dibina.

Hasil dan Pembahasan

Peran dalam mengenali khalayak sasaran yaitu para pelaku UMKM oleh Dinas
Koperasi Dan UMKM Kota Pekanbaru berdasarkan pada beberapa kriteria yang telah
ditentukan dan beberapa aspek yang perlu di perhatikan. Kriteria yang dimaksud adalah
usaha yang dijalankan merupakan usaha yang mulai berkembang ditandai dengan
meningkatnya omset usaha, kualitas produk yang sudah terjamin, kelancaran dalam
pengembealian kredit baik yang di tawarkan maupun yang di ajukan ke Bank, LKM, ataupun
Koperasi simpan pinjam.

Untuk mengetahui aspek- aspek tersebut, pihak Diperindag Koperasi dan UKM Kota
Pekanbaru sebelumnya telah melakukan pendataan para pelaku usaha yang terdapat di Kota
Pekanbaru. Meski tidak semua usaha menjadi usaha binaan, namun pihak dinas perlu
mengetahui untuk tujuan sosialisasi lainnya mengenai usaha. Dengan gambaran khalayak
sasaran melalui aspek tersebut maka akan mudah bagi komunikator menentukan pesan yang
akan disampaikan.

Peran Fasilitator

Peran fasilitator merupakan peran yang dicurahkan untuk memfasilitasi, memperkuat,
mengakui dan menghargai kontribusi dan kerja yang dimiliki oleh individu-individu,
kelompok- kelompok, dan masyarakat dalam meningkatkan produktivitas. Penyuluhan
adalah kegiatan yang dilakukan lurah dalam memebekali anggota/perangkatinstan melalui
penyuluhan agar mereka mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya. Bina Manusia, merupakan upaya pertama dan utama yang harus
diperhatikan dalam setiap upaya pemberdayaan masyarakat. Termasuk dalam upaya Bina
Manusia adalah semua kegiatan yang termasuk dalam upaya penguatan/pengembangan
kapasitas. Sebelum proses pelaksanaan komunikasi, perlu dipelajari objek yang akan menjadi
sasaran komunikasi, misalnya dalam penelitian ini sasaran komunikasi yang akan dilakukan
kepada pemilik UMKM dan yang mengikuti pembinaan.

Berdasarkan data tersebut komunikator sudah dapat menentukan tujuan atau
sasaran yang ingin di capai, isi pesan yang akan di sampaikan, media yang di gunakan serta
teknik-teknik atau peran komunikasi yang di gunakan untuk mempengaruhi khalayak.
Namun hal ini bergantung pada tujuan komunikasi, apakah komunikan hanya sekedar
mengetahui atau komunikan bertujuan melakukan tindakan tertentu. Organisasi perlu
mengidentifikasi sasaran mereka dalam arti dengan siapa mereka perlu berkomunikasi untuk

mencapai tujuan organisasi.

Gunawan Rama Putera dan Evi Zubaidah
Journal of Public Administration Review Vol. 1 No. 2 /2024 1225



Dengan adanya program pembinaan oleh pemerintah kabupaten di harapkan agar
pelaku usaha dapat terus mengembangkan usaha yang di jalankan sehingga dapat
mendukung perekonomian baik masyarakat maupun daerah. Meskipun hanya pelaku usaha
yang memenuhi kriteria untuk ikut pembinaan, pihak dinas berharap ilmu yang didapatkan
dalam pembinaan tersebut dapat di bagikan juga kepada pelaku usaha lainnya sehingga
UMKM lain turut berkembang dan memberi kontribusi besar dalam meningkatkan

perekonomian masyarakat.

Untuk mengembangkan suatu program pengorganisasian yang sistematis, terencana,
berkelanjutan dan mampu mentransformasikan diri menjadi salah satu pilar gerakan,
terdapat dua masalah utama yang kerap muncul, yakni: Pertama, masalah kualifikasi
kemampuan organiser untuk dapat memberikan konsultasi dan asistensi kepada UMKM
sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Kualitas organiser yang diperlukan, bukan
sekedar mau akan tetapi juga mampu. Dengan demikian, organiser harus memiliki
pemahaman minimal mengenai persoalan-persoalan yang dihadapi oleh UMKM untuk
tumbuh dan berkembang, dan juga memahami mengenai jaringan UMKM, sehingga memiliki
kemampuan untuk memediasi UMKM.

Peran Inisiator

Peran inisiator adalah suatu kemampuan dalam menemukan peluang, menemukan ide
atau mengembangkan ide serta cara-cara baru dalam memecahkan suatu permasalahan.

Pengarahan adalah kegiatan yang dilakukan lurah untuk memberi arahan petunjuk atau
langkah- langkah yang harus dilakukan oleh lembaga kemasyarakatan supaya dapat
menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Bina Usaha, menjadi suatu upaya penting
dalam setiap Pemberdayaan, sebab bina manusia yang tanpa memberikan dampak atau
manfaat bagi perbaikan kesejahteraan (ekonomi) dan tidak laku dan bahkan menambah
kekecewaan. sebaliknya hanya bina manusia yang mampu (dalam waktu dekat/cepat)
memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan (ekonomi) yang akan laku
atau memperoleh dukungan dalam bentuk partisipasi masyarakat

Kendala perizinan masih menjadi hambatan yang besar dalam pemberdayaan UMKM
di Kota Pekanbaru. Hal ini disebabkan oleh masih kurangnya pemahaman tentang fungsi dari
IUMK itu sendiri. Kekurangpahaman tersebut mengakibatkan para pelaku UMKM
masih sulit mendapatkan pinjaman modal untuk menjalankan dan mengembangkan usaha
karena tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman modal yaitu IUMK. Tanpa
IUMK para pelaku UMKM tidak akan mendapatkan akses promosi dari pemerintah,
sedangkan promosi merupakan kebutuhan utama didalam menjalankan UMKM agar
diketahui oleh khalayak ramai.

Peran Organisator

Peran organisator adalah suatu kemampuan sesorang yang dapat menghidupkan
organisasi agar tercapainya sebuah tujuan bersama dengan terstruktur.
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Bimbingan adalah usaha- usaha yang dilakukan pihak instansi untuk mengajak
mengiring serta mendorong agar UMKM dapat menjalankan tugas dan fungsinya masing-
masing. Bina Lingkungan, termasuk dalam tanggung jawab sosial adalah segala kewajiban
yang harus dilakukan yang terkait dengan upaya perbaikan kesejahteraan sosial masyarakat
yang tinggal di dalam dan disekitar kawasan maupun yang mengalami dampak negative
yang diakibatkan oleh kegiatan yang dilakukan ole penanaman modal. sedangkan yang
termasuk tanggung jawab lingkungan adalah kewajiabn dipenuhinya segala kewajiban yang
ditetapkan dalam persyaratan investasi dan operasi yang terkait dengan perlindungan,
pelestarian dan pemulihan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Selain dalam kegiatan pelatihan, pesan komunikasi juga disampaikan melalui kegiatan
sosialisasi dan melalui pendamping UMKM. Dalam kegiatan sosialisasi dan pendampingan
UMKM pihak dinas terjun langsung kelapangan untuk melihat situasi dan kondisi tempat
usaha. Pesan yang disampaikan berupa tata cara untuk mendaftarkan perizinan usaha,
pentingnya menjaga kualitas produk, serta pentingnya pengemasan produk untuk menarik
minat masyarakat di pasaran. Hal ini bertujuan agar produk UMKM mampu bersaing dipasar
lokal maupun global sehingga dapat meningkatkan eksistensi dan keuntungan usaha itu
sendiri.

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian adalah:
1. Peran fasilitator dapat disimpulkan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru dapat
memfasilitasi, memperkuat, mengakui dan menghargai kontribusi dan kerja dalam
meningkatkan produktivitas anggota pembinaan dari Dinas Koperasi dan
UMKM Kota Pekanbaru. Namun ada beberapa permasalahan yaitu masih ada
kekurangan dari segi anggaran yang dinilai tidak mencukupi dalam penyelenggaraan
pembinaan kewirausahaan.

2. Peran inisiator dapat disimpulkan bahwa meskipun tidak secara intensif memberikan
informasi mengenai kegiatan pembinaan UMKM, peran media massa seperti Koran
sangat penting. Seperti yang telah dijabarkan dalam hasil penelitian, media massa berupa
media cetak ini hanya sebatas memberikan informasi mengenai kegiatan UMKM dan
pembinaanya secara umum saja.

3. Peran organisator dapat disimpulkan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru dapat
membantu pelaku usaha UMKM dalam membentuk kelompok- kelompok usaha agar
mudah dibina namun keterbatasan kemampuan pelaku usaha yang tidak banyak
mengerti program yang dialksanakan.

4. Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Pembinaan
Kewirausahaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Pekanbarusecara
keseluruhan belom optimal dilaksanakan. Bina Manusia sudah cukup dapat
menghasilkan peserta pembinaa yang berkompeten, Bina Usaha sudah memberikan
pembinaan bagi peserta sesuai dengan kemampuan ddan keahlian peserta, Bina
Lingkungan belum seutuhnya dapat memberikan dampak yang baik bagi perkembangan
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pendapatan peserta yang dibina dan Bina Kelembagaan belum dapat membuat peserta
menjadi mandiri dengan membuka usaha sendiri.

5. Adapun permasalahan atau hambatan yang masih di temui baik itu di Dinas Koperasi
dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Pekanbaru maupun di lapangan terdiri
dari 4 aspek, yaitu: Aspek Legalitas, Aspek Sumber Daya Manusia (SDM), Aspek
Infrastruktur, dan Aspek Anggaran.
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